BUFATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERMN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 Paraturan

Pemerntah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengrndalian

Inlern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupal lentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara;

1.

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukm
Daerah - Daerah Kobupalen Dalam Lingkungan Propingl Jowa
Tengah;

Undeng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Momer 4355)

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 (entang HFoembentukan
Perundeng - undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megars Repuclik lndonesia
MNomor 4385):

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang emoriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Megara [Lembaran
Negarma Repubbk Indenesiz Tehun 2004 MNomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republi Indonssia Tahun 2004 Nomor
125; Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia, Nomar 4437)
sebagaiman= teish beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undany Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran MNegars. Republik
Indonesia Tshun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembarzn Magara
Repubilik Indonesia, Nomor 4844):;




Menataphkan
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Pergivren Pemenntan Nomor 55 Tahun 2005 lenkng’ Pengabolaan’
Eeuangan Daerah {Lembarzn Negara Repubik Indonesia Tahun 2005
Momor 140; Tambahan Lembaran Megara Republik Indanesia, Momor
£578Y,

Peraturan: Pemennigh Momor & Tahum 2005 lentang  Pebgelalaan
Barang Milik Negeralesr=h (Lembaran MNegara Republik 'ndonesia
Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan [embaran Negars Republik
Indonesia Nomor  4608), ssbagamans ielzh diuoah dengan
Peraturan Pemenintah Republik Indonssia Nomar 38 Tahun 2008
lentang Perubshan aias Pershuran Pemerintah Nomor 6 Tatun 2008
tentang Pengeloizan Barang Miik Negara/Dacrah,

Peraturan Pemerinlsh MNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intemn Pemenntah (Lembaran MNegara Repuhtik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lorndaran Megars
Republik Indonesis, Nomaor £5590);

Petraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pokok - Pokok Pengefolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lambaran
Daerah Nomaor 3);

Peraturan Daerah Kabupalen Jepara Nomor 11 Tahun 2008 lentang
Pokok — Polok Pengelolaan Basang Oaerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jepara Tabun 2006 Nemar 11, Tambahan |embaran
Daarah Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

FERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAMN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN FEMERIMNTAM 8] LINGEUNGAN
PEMERINTAHAN HKABLUPATEMN JEPARA

BAB |
HETENTUANM LINLIM

Pasali1

Dalam Peraturan Bupah ini yeng dimaksud dengan:
i

Pemenniah Deerah Kabupaten Jepara adalash Bupali dan perangkat

desrah sebagsi unsur penyelenggara pemerintzhan dasrsh

Bupafi adzish Bupst Jepsra

Badan Pengawasan Katuangan d=n Pembangunzan, yang selanjutnya
disingkat BPKP, adalsh sparat pengawsszn iniem oemerintah yang
bertanggung jawab Bnosung kepedes Presidan
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11.

12

13

Perengkat dzerah adaish perengkat dasrsh Kabupaten Jepara,

Sislern Pengendzfian Intern yang selanjutnya disingkzt SPE adatah
proses integral pada tindskan dan kegialan yang difshukan ‘secara
terus-menerus oleh pimipinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinen memadala alas tercapainya lujusn arganisasi malakul
kegiztan yang efekll dan efisien, kesandalan pelaporan keuangan,
pongamanan asel negara. dan ketaatan terhadap peraturar perundang-
undangan.

Sistem Pengendalian Intem Pemerinlah, yang selanjutnya disingkat
SPIP adslah Sistem Pengendafian Intem yang dselenggaiakan secara
menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanasn kebijakan
seifa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggarzn di
lingkungan Pemeriniah Dacrah Kabupaten JEPArT.

Pengawasan Intem adalah selpruh proses kegiatan sodit, revie,
evaluasi, pemaniauar, dan kegidlan pedgawasan lain  lethadap
penyelenggaraan  lugas  dan fungst  Crganisast  daam  rangka
memberikan keyakinan yang memadai babwa kegistan telah
dilaksanakan sesual dengan tolok ukur yang telah ditetapkan socara
efektf dan efisien unlux kepentingan pimpinan dalam mewisjudkan Lata
kupemeriniahan yoang buaik

Audit, adalah proses identifikasi masalah, onalisis, dan evaluasi bukll
vang diakukan secara independen, obyckl! can  nrofesional
berdusarkan standar audd, untuk menila kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informesi Jelaksanaan
lugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Revin, adalah penelaahan ulang bukb-bukll sualu Regiatan  untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
kelentuan, standar, rencana, atay norma yang lelah ditetaphan,

Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestas susty kegialan dongan siandar, rencana, alau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan fekior-faktor yang mempenganhi
keberhasitan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai Lupuzn.

Pementauan, adalah proses penialan kemajuan susy program atsu
kegiatan delam mencapsi tupian yang tefah ditetspkan,

Kegialan pengawasan leinnys, adalah kegiatzn POMGEWASAN  yang
antara lain benupa sosmlsasi mengenai penoawasan, pendidikan dan
pelakhan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan
hasil pengawasan, dan nemzparan hasil panoawa=an
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Pelunjuk Pelaksanaar Penyelenggarsan SPIP  adzlah  Petunjuk
Felaksanaan atas Persturen Bupati Jeparz lentsng penyeienggaraan
SPIP, yang memust ksbijgkan, strategi, metodelogi penerapan, dan
pengmisgresian seluruh zklvites mansjeman pemecntzhan daerah,
uniuk memasikan bahwa seluruh unsur SPIP telah larbangun dalam
progremikegiatan pemesinizhan dasrah/perangkat dasrzh da'am rangka
menjamin pencapaian lyjuan yang ditetapkan.

Pasal 2

_ (1] Unluk mencapai pengeiolaan keuangan daerah yang ofektf, elisfen,

(2)

(3)

iransparan, dan akuniabel. Bupali meiakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kabupaten Jepara.

Pengendalian atas penyelenggoraan  kegiatan pemerintaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pergendalian Intem
Pemeriniah dan peraturan pelaksanaanaya

SPIP sebagaimana cimaksud pada ayal (2) Lertujuan  untuk
membenkan keyakinan yang memadai bagi tercapainya sfeitivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemeriniahan <abupaten
Jepara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asal daarah, dan
Kelaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

BAB Il

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAF DAERAH

KABUPATEN JEPARA

Fasol 3

(1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kaoupzien Jepara

(2}

wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam “asz’ 2 ayat (2)
yang meliputi unsur:

Lingkungan Pengendalian;
Penilaian Risko;

Kegiatan Pengendaian;
Informasi dan Komunikasi, dan
Pemzantsuan Pengendsiizn Intem.

oA N ooom

Fenerepan unsur SPIP scbagaimana dimsksud pada ayat {1) oan ayat
{2} dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral der kegiatan
perengrat daerah,
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Pozal 4

{1} Penyelenggaraan SPIF i imgkungan Pemerntah Daerali Kahupalen
Jepara dikoordinasikzn oleh Sekretans Daerah Kabupaten Jepara

{2) Penyelenggarsan sebsgaimana dimaksud pads ayst ‘1) dilaksznakan
berdasarkan Pelunjuk Pelaksansan Penyelenggaraan SPIP yang
disusun sesusl dengan podoman lsknis penyslenggarsan SPIP yang
ditetapkan olch Kepala BPFKP sebagsi pembina penyelengcaraan SPIP.

{3) Ketenluan  lebih  lanmjut mengenal  Polunjuk Palaksanaan
Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan
dengan Keputusan Bupal:

Pasal 5
(1} Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan

Tugas SPIP Pemenntah Daerah Kabupaten Jopam

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuun Tugas
SPIF Pemerntah Kabupolen Jopara diletapkan  dengan Koputusan
Bupati

Bag
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1} Pemimpin perangkat doerah berlanggung jawab atzs aefoktivitas
penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing,

{2) Untuk memperkus! dan menuniang cleklvitas 5P| sahagaimana
dimaksud pada ayal (1) diskakan  pengawoson  nlern  plas
penyglenggaraan ugas dan lungsi perangkat daerah  trmasuk
gkuntabilitas keuangan daerah.

Pasal ¥

(1} Pengawasan infern sebagaimana dimaksud datam Pasa! 6 ayat (2}
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara,

{2} Inspeklomst Ksbupaten Jepara sebagamans dimaksud pada ayat (1)
meiskukan pengawasan intern melaiui:

a  audi

b, iy

£ evaluzsy;

d. pemantausn; dan

i, kogisten penoewasan lainnya
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Inspekiorat Kabupsten Jepara melakuksn pengawasan terhedap selundh
kegistan dalem rangka penyelenggaraan tugss dan [ungsi perangkal
daecrah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Baianja Dasteh
Kahupaten Jepams.

BAB IV
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan
Agar selisp orang  mengelahuinya, memernlahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini doengan penempalannya dalam Benta Daoerah

Kabupalen Jepara:

Detatapkan i Jepara

pada tanggal .1 Desegpor 2009

LIPATI JEPA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jépara
Poda tanggal 1 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

LIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2009 NOMOR 222 ..




